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TENTANG 

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHBAAT TUHAN YANG BCAHA ESA 

BUPATI PACITAN» 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (11) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 
Pacitan Tahun Anggaran 2019. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahtm 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusiman Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018. 

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahim 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 



MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 
2019 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan in i yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 

4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan un tuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya 
dalam rangka melindimgi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. 

5. Perangkat Daerah adaleih Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang 
dibentuk berdasarkan peraturan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 

7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

9. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah 
kode rekening yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, 
kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, 
kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 

BABH 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pa8aI2 

Tujuan Peraturan Bupati in i adalah pedoman penjusiman dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 



Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati in i meliputi: 
a. Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
b. Kode Rekening Program dan Kegiatan; 
0. Kode Rekening Pendapatan; 
d. Kode Rekening Belanja; dan 
e. Kode Rekening Pembiayaan. 

BABm 
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

Pasal4 

(1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan 
dalam APBD menggunakan Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi. 

(2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati in i . 

BAB IV 
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN 

PasalS 

(1) Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan u n t u k mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi 
Perangkat Daerah. 

(2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
un i t kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 
u n t u k menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa 

(3) Kode Rekening Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran I I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BABY 

KODE REKENING PENDAPATAN 

Pasal6 
(1) Urutan Kode Rekening Pendapatan terdiri dari kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek. 
(2) Kode Rekening Pendapatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 



BAB VI 
KODE REKENING BELANJA 

Pasal 7 

(1) Urutan Kode Rekening Belanja terdiri dari kelompok, jenis, obyek dan rincian 
obyek. 

(2) Kode Rekening Belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VII 

KODE REKENING PEMBIAYAAN 

Pasal 8 
(1) Urutan Kode Rekening Pembiayaan terdiri dari kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek. 
(2) Kode Rekening Pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i . 

BAB VIU 
PENUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 20 - 12 - 2017 

BUPATI PACITAN 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 20 Desember 2017 

SEKRETARIS DJ 
KABUPATEN PACITAN 

Drs.SUKO WIYONCMM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

INDARTATO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 69 


